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INTISARI 

 

 

Penggunaan tanah di suatu wilayah yang tidak bisa dikendalikan, dimungkinkan 

semakin lama tanah yang bisa digunakan untuk kegiatan budidaya pada kawasan budidaya 

akan semakin habis. Di lain pihak, tanah yang kondisi fisiknya sangat terbatas, perlu 

dilindungi sebagai kawasan lindung. Untuk mengatasi kondisi yang demikian itu, upaya 

pemerintah melalui pemerintah daerah setempat yang perlu dilakukan antara lain adalah 

melakukan pengendalian penggunaan tanah di suatu wilayah kabupaten, sehingga kondisi 

wilayah bisa disesuaikan dengan kondisi yang ideal sesuai dengan keinginan di masa yang 

akan datang. Beberapa instrumen pengendaalian penggunaan tanah yang digunakan oleh 

pemerintah daerah antara lain adalah dengan memberlakukannya Rencana Tata Ruang 

Wilayah, melalui pengelolaan tata guna tanah atau penatagunaan tanah, dan perlindungan 

lahan pertanian pangan berkelanjutan.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.  

Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Kabupaten Temanggung. Pengamatan objek 

penelitian yang berupa penggunaan tanah saat ini dengan melakukan pengamatan langsung 

di lapangan dengan berpedoman pada peta penggunaan tanah yang ada. Subjek 

penelitiannya adalah para pengelola pengendalian penggunaan tanah dengan cara melakukan 

wawancara. Teknik analisis tumpang susun peta (overlay) dilakukan untuk menganalisis 

antar peta instrumen pengendalian penggunaan tanah, untuk mengetahui kesesuaian dan 

ketidaksesuaiannya. Teknik analisis deskriptif dilakukan untuk mengeksplorasikan upaya 

pengendalian penggunaan tanah.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya yang telah dilakukan dalam rangka 

pelaksanaan pengendalian penggunaan tanah, antara lain dengan cara: a) melaksanakan 

Koordinasi Penyusunan Rencana Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang; b. melakukan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian; c) 

memberikan Arahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan; d) memberikan Izin Penggunaan Tanah. Instrumen yang digunakan 

dalam pengendalian penggunaan tanah terdiri dari Peta Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW), Peta Penggunaan Tanah (PT), dan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(LP2B), yang persentase kesesuaian dan ketidaksesuaiannya: a) antara Peta RTRW dengan 

Peta PT, tingkat kesesuaiannya adalah 77,58 % Penggunaan Tanah sesuai dengan RTRW 

dan 21,87 % Tidak Sesuai, sedangkan 0,55 %  berupa jalan dan sungai sesuai antara PT dan 

RTRW; b) antara Peta LP2B dengan Peta PT, tingkat kesesuaiannya adalah 75,55 % 

Penggunaan Tanah sesuai dengan arahan LP2B, dan 24,45 % Tidak Sesuai; c) antara Peta 

RTRW dengan Peta LP2B, tingkat kesesuaiannya adalah 89,45 % arahan LP2B Sesuai 

dengan RTRW, dan 10,55 % Tidak Sesuai. 

Rekomendasi yang bisa disampaikan bahwa perlu dilakukan sinkronisasi lebih 

lanjut antar instrumen yang digunakan dalam pengendalian penggunaan tanah sehingga 

tidak terjadi overlap antara instrumen yang satu dengan lainnya. Juga perlu dilakukan 

mekanisme pelayanan pemberian izin yang berkaitan dengan pengendalian penggunaan 

tanah dengan sistem satu pintu sehingga memudahkan masyarakat ketika membutuhkan 

pelayanan.  
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Keterbatasan keberadaan sumberdaya alam khususnya tanah, semakin hari semakin 

dirasakan baik oleh pemerintah sebagai pengelola tanah maupun masyarakat sebagai 

pengguna tanah. Hal ini karena luas tanah tetap tetapi yang menggunakan tanah, dari tahun 

ke tahun semakin meningkat. Bukan saja disebabkan semakin banyaknya jumlah penduduk, 

tetapi lajunya pembangunan yang selalu membutuhkan tanah menjadikan para pengguna 

tanah ini semakin berkompetisi. Penggunaan tanah di suatu wilayah, tidak hanya dibutuhkan 

pada saat ini saja, tetapi perlu diperhatikan keberlanjutannya untuk masa depan (Sandy, I 

Made, 1985).  

Penggunaan tanah di suatu wilayah yang tidak bisa dikendalikan, dimungkinkan 

semakin lama tanah yang bisa digunakan untuk kegiatan budidaya pada kawasan budidaya 

akan semakin habis. Di lain pihak, tanah yang kondisi fisiknya sangat terbatas, perlu 

dilindungi sebagai kawasan lindung. Untuk mengatasi kondisi yang demikian itu, upaya 

pemerintah melalui pemerintah daerah setempat yang perlu dilakukan antara lain adalah 

melakukan pengendalian penggunaan tanah di suatu wilayah kabupaten, sehingga kondisi 

wilayah bisa disesuaikan dengan kondisi yang ideal sesuai dengan keinginan di masa yang 

akan datang. Beberapa instrumen pengendalian penggunaan tanah yang digunakan oleh 

pemerintah daerah antara lain adalah dengan memberlakukannya Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) yang dikelola oleh pemerintah daerah dan dituangkan dalam peraturan 

daerah kabupaten (UU No.26/2007). Selain itu pengendalian penggunaan tanah juga 

dilakukan oleh badan pertanahan nasional yang di tingkat kabupaten ditangani oleh kantor 

pertanahan kabupaten, yang dilakukan melalui pengelolaan tata guna tanah atau 

penatagunaan tanah (UU No.5/1960). Ketentuan lain yang juga harus diperhatikan oleh 

pemerintah daerah yaitu ketentuan tentang perlindungan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan (UU No.41/2009). Pada umumnya pemerintah daerah merujuk kepada tiga 

instrumen pengendalian penggunaan tanah tersebut dalam memberikan pertimbangan 

penggunaan tanah di daerahnya, termasuk salah satunya adalah yang terjadi di Kabupaten 

Temanggung Provinsi Jawa Tengah. 
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Kabupaten Temanggung adalah salah satu kabupaten yang mempunyai keberadaan 

sumberdaya alam untuk digunakan sebagai kawasan budidaya yang terbatas karena topografi 

wilayahnya banyak yang bergunung-gunung. Kondisi seperti ini seringkali menimbulkan 

pengelolaan tanah (ruang) yang bervariasi. Kondisi kawasan budidaya yang kuantitasnya 

semakin terbatas, sering pula menimbulkan kegiatan budidaya akan mendesak ke kawasan 

lindung. Kawasan lindung yang harus dijaga untuk melindungi kawasan yang ada di 

bawahnya akhirnya semakin berkurang. Namun kondisi yang kurang menguntungkan di 

Kabupaten Temanggung ini diimbangi dengan keberadaan tanaman tembakau yang begitu 

subur. Sampai-sampai dikenal bahwa Kabupaten Temanggung adalah sentra produksi 

tembakau. Hal ini disebabkan karena iklimnya yang sejuk sehingga memungkinkan untuk 

suburnya pertumbuhan tanaman tembakau, terutama di daerah kaki gunung Sumbing dan 

Sindoro. Peruntukan tanah yang berada di lereng-lereng gunung ini adalah kawasan lindung 

(Perda Kabupaten Temanggung No. 1/2012) , namun fakta menunjukkan bahwa penggunaan 

tanah di kaki-kaki gunung Sindoro dan Sumbing banyak dibudidayakan tanaman tembakau. 

Untuk menghindari semakin luasnya kawasan lindung yang ditanami tanaman budidaya ini 

diperlukan suatu pengendalian penggunaan tanah, sehingga setiap orang atau institusi yang 

akan menggunakan tanah harus mendapat ijin dari pengelola wilayah yaitu Pemerintah 

Daerah Kabupaten Temanggung. Sampai sejauhmana upaya yang sudah dilakukan terhadap 

pengendalian penggunaan tanah dan instrumen apa saja yang digunakan dalam melakukan 

pengendalian penggunaan tanah di Kabupaten Temanggung, maka penelitian ini dilakukan.  

 

B.  Rumusan Masalah 

1. Pengendalian penggunaan tanah membutuhkan beberapa instrumen. 

2. Pengendalian penggunaan tanah belum dilakukan secara optimal. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui beberapa instrumen pengendalian penggunaan tanah. 

2. Untuk mengetahui upaya optimalisasi pengendalian penggunaan tanah. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 
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1. Untuk menambah kajian di bidang pertanahan khususnya dalam pengendalian 

penggunaan tanah. 

2. Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait yang 

menangani pengendalian penggunaan tanah. 

 

E.  Definisi Operasional 

1. Tata Guna Tanah (land use) adalah pengaturan penggunaan tanah (tata = pengaturan). 

Dalam Tata Guna Tanah dibicarakan bukan saja dibicarakan mengenai permukaan bumi 

di daratan, tetapi juga mengenai penggunaan permukaan bumi di lautan (Jayadinata, 

Johara T.,1999);  

2. Penatagunaan Tanah adalah pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, 

penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah 

melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu 

kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil (PP 16 Tahun 2004 tentang 

Penatagunaan Tanah); 

3. Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan 

bentukan alami maupun buatan manusia (Sandy, I Made, 1985); 

4. Pengendalian Penggunaan Tanah adalah upaya untuk mewujudkan tertib penggunaan 

tanah sesuai dengan kemampuan tanahnya dan tata ruang wilayah yang ada (Slamet 

Muryono, 2015); 

5. Instrumen Pengendalian Penggunaan Tanah adalah sarana yang digunakan dalam 

melakukan upaya pengendalian penggunaan tanah (Slamet Muryono, 2015); 

6. Penggunaan Tanah Berkelanjutan adalah penggunaan tanah yang bukan hanya bertujuan 

untuk masa kini saja tetapi juga memperhatikan kebutuhan di masa yang akan datang, 

agar tidak sampai terjadi kerusakan tanah maupun lingkungannya (Slamet Muryono, 

2015); 

7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang (PP 15 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang) ; 

8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang 

dan pengendalian pemanfaatan ruang (PP 15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang) ; 
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9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang (PP 

15 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang) ; 

10. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan 

untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok 

bagi kemandiriaan, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional (PP 1 Tahun 2011 tentang 

Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan); 

11. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi 

pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan 

menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang (PP 1 Tahun 

2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). 
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BAB VII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Instrumen yang digunakan dalam pengendalian penggunaan tanah terdiri dari Peta 

Penggunaan Tanah (PT), Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Peta 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); 

 

2. Kesesuaian antar instrumen pengendalian penggunaan tanah tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut:   

a. Antara Peta RTRW dengan Peta PT, tingkat kesesuaiannya adalah 77,58 % 

Penggunaan Tanah sesuai dengan RTRW dan 21,87 % Tidak Sesuai, 

sedangkan 0,55 %  berupa jalan dan sungai sesuai antara PT dan RTRW; 

b. Antara Peta LP2B dengan Peta PT, tingkat kesesuaiannya adalah 75,55 % 

Penggunaan Tanah sesuai dengan arahan LP2B, dan 24,45 % Tidak Sesuai; 

c. Antara Peta RTRW dengan Peta LP2B, tingkat kesesuaiannya adalah 89,45 % 

arahan LP2B Sesuai dengan RTRW, dan 10,55 % Tidak Sesuai; 

 

3. Pengendalian Penggunaan Tanah dilakukan secara terpadu oleh Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, 

Perkebunan dan Kehutanan, Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, 

serta Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung; 

   

4. Upaya dalam rangka pelaksanaan pengendalian penggunaan tanah, dilakukan 

dengan cara: 

a. Melaksanakan Koordinasi Penyusunan Rencana Tata Ruang, Pemanfaatan 

Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 

b. Melakukan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian; 

c. Memberikan Arahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan 

Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

d. Memberikan Izin Penggunaan Tanah 
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B. Saran 

1. Perlu dilakukan sinkronisasi lebih lanjut antar instrumen yang digunakan dalam 

pengendalian penggunaan tanah sehingga tidak terjadi overlap antara instrumen 

yang satu dengan lainnya. 

 

2. Perlu dilakukan mekanisme pelayanan pemberian izin yang berkaitan dengan 

pengendalian penggunaan tanah dengan sistem satu pintu sehingga memudahkan 

masyarakat ketika membutuhkan pelayanan. 
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